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NADILA GOBOL. E1117098, THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND.
EFFICIENCY RATE OF THE VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE: A
STUDY AT PINTADLA, BOLAANG UKI SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG
MONGONDOW DISTRICT

The research aims at finding and analyzing the effectiveness and effciency rate of
village revenue and expenditure at Pintadia, Bolaang; UK Subdistict, South Bolaang.
Mangondow District. The research implements a quantiative approach.. The resultof
the research indicates that the efectiveness of the revenue ratio from the year 2018 1o
2020 i considered to be effectve while the expenditure rate experiences a decrease
wherein 2018 the revenue indicates a high rate at 97.20% with effctie crig

ffecive rate. In 2020 the revenue indicates a decrease to 80.157% with,
criteria. The effciency ratio of the revemue and expenditure in 2018 s
114.85% with ineffective erieria, and 96.70% in 2019 with less effect
2020, the rate i high with 55.57%, considered fuirly efficient citeri.

Keywords: effectiveness, efficiency, reveme, expenditure
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EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA: STUDI PADA DESA
PINTADIA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas dan
efisiensi pendapatan dan belanja desa studi pada desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menerapkan pendekatan
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio efektifitas Pendapatan dari tahun
2018 sampai pada tahun 2020 dikatakan efektif sedangkan rasio efektifitas belanja
mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 hasil yang diperoleh sebesar 97.20%
dengan tingkat kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2019, hasil yang diperoleh turun
dengan nilai 93.72% dmgan tapi masih tetgolong efdmf dm puh tahun "020 hnsnluya

114.85% dengan kriteria tidak efisien, pada tahun 2019 hasil yang dipero "/
96.70% dengan kriteria kurang efisien dan pada tahun 2020 hasil yan
sebesar 85.57% dengan kriteria cukup efisien.

Kata kunci: Efektifitas, Efisiensi, Pendapatan, Belanja
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berinci nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No.43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan yang di dalamnya terdapat berbagai macam wilayah-wilayah yang terdiri dari provinsi,kabupaten dan kota yang di dalamnya terdapat kelurahan desa. Desa adalah bagian wilayah yang paling terkecil yang berada di kecamatan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam merencanakan pembangunan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam suatu system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah sangat jelas mengatur tentang bagaimana cara pemerintah daerah dalam memberikan hak dan kewenangan dalam menunjang kemajuan pembangunan dan kepentingan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa pemerintahan desa harus mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di lihat dari asal – usul serta adat istiadat masyarakat setempat.

[image: image7.jpg]
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Dalam pemberian hak otonomi daerah tidak hanya berlaku pada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melainkan pada pemerintahan yang berada di pedesaan. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus perkembangan pembangunan dan kemajuan sumber daya yang ada di pedesaan.

Dalam meningkatkan kemajuan kegiatan pemerintahan desa maka pemikiran ini lahir dari dasar penyelenggaraan pembangunan desa atau yang biasa di sebut “Pemerintahan Desa”. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi yang berada di pemerintahan desa yang mengatur segala proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa. Dalam pengelolaan keungan desa menjadi suatu kewenangan dalam menjalankan peratuaran desa (Perdes) sesuai dengan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa).Untuk itu dalam peningkatan sumber daya maka pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya serta partisipasi merupakan bentuk pendapatan asli desa yang sah.

Dengan adanya penetapan peraturan pemerintah mempermudah pemerintah desa dalam megelola dan mengalokasikan dana yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu anggaran dana desa tersebut di keluarkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara yang setiap tahun di peruntukkan untuk pemerintahan desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk menunjang perkembangan pembangunan wilayah pedesaan terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa
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Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah Yuridis, berwenang untuk mengurus dan menagtur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota,sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka kepala desa diberikan hak otonomi untuk melakukan pengelolaan dalam rangka meningktakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui dan APBN.

Selanjutnya Dana desa dalam PP no.60 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD KAbupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dalam peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun2018 disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Yulianti,(2015 :499 merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Permendagri No 20 Tahun2018 Bab III pasal 9 manyatakan bahwa APBDesa terdiri dari tiga bagian yaitu: 1. Pendapatan Desa, 2. Belanja Desa, 3. Pembiayaan.

Pembiayaan menjadi suatu hal yang positif di kalangan masyarakat tetapi, di sisi lain jika anggaran tersebut tidak dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah desa maka bisa berdampak negative terhadap perkembangan

4

pembangunan dan kemajuan sumber daya yang ada di pedesaan tersebut. Terjadinya kesalahan dalam penegelolaan Anggaran dana desa di sebabkan karena adanya kesalahan dalam penyusunan, pelaksanaan serta cara mengevaluasi perkembangan pembangunan dan kemajuan sumber daya yang sedikitpun tidak melibatkan masyarakat setempat. Dengan tidak adanya aspiratif dan kurangnya partisipatif dapat berdampak negative terhadap masyarakat sehingga menyebabkan tidak adanya kelanjutan dalam proses perkembangan pembangunan.

Pastinya pemerintah pusat berharap penuh agar anggaran yang di keluarkan kepada pemerintah desa dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah desa dengan adanya partisipatif dari masyarakat sehingga proses perkembangan pembangunan dan kemajuan sumber daya dalam pengelolaan anggaran dana desa dapat berjalan dengan semestinya. Jika proses pengelolaan anggaran tersebut tidak di dukung oleh sebagian masyarakat serta tidak adanya partisipatif dari masyarakat maka proses pengelolaan anggaran tersebut sudah pasti tidak berjalan dengan baik sehingga pemerintah pusat sangat menghimbau kepada pemerintah desa agar lebih berupaya dengan baik dalam proses pengelolaan Anggaran dana desa guna menunjang pembangunan dan kemajuan desa. Hal terpenting yang perlu di ketahui dalam pengembangan suatu desa bahwa pemerintah desa harus mengetahui potensi yang ada pada desa itu sendiri. Dengan begitu proses perkembangan dan kemajuan desa akan lebih terarah dan menjadikan proses perkembangan lebih maksimal.

Menurut Doller & Wallis dalam Sulastri (2016), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas
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dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Sulastri,2016). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Mardiasmo (2011 : 61), untuk melihat perkembangan kinerja sesuai dengan periode waktu yang di tentukan maka anggaran harus dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan yang di maksud dengan penganggaran ialah suatu bentuk tujuan dalam proses persiapan suatu anggaran. Jika anggaran yang di keluarkan tidak efektif dan tidak m v encapai perkiraan kinerja maka secara garis besar dapat berdampak negative dengan gagalnya perencanaan yang sudah tersusun dengan baik.

Untuk mengimbangi masalah pelaksanaan control oleh sekelompok masyarakat tersebut dalam proses pengelolaan anggaran dana desa, masyarakat harus ikut serta dalam partisipasi perencanaan pembangunan dan sumber daya sehingga di tuntut untuk mengetahui efektifitas pengelolaan anggaran yang terjadi dari tahun ke tahun. Ada beberapa partisipasi yang harus di lakukan dalam proses pengelolaan anggaran tersebut yaitu, 1) Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran harus berupa tenaga yang dapat membantu perkembangan pembangunan. 2) Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran harus berupa fikiran yang di bentuk dalam suatu saran ataupun kritikan atau masukan
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yang dapat menunjang kelancaran program kegiatan. 3) Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran berupa fasilitas ataupun peralatan yang dapat di gunakan dalam proses pembangunan. 4) Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dalam bentuk kemampuan ataupun keahlian dalam proses pembangunan.dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu proses keterlibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan setiap masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok dalam proses perencanaan pembangunan yang akan di jalankan (Tjokroamidjojo, 2000).

Untuk itu, dalam proses pengelolaan anggaran dana desa ini tentunya sangat perlu adanya pengawasan yang ketat baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran dana desa ini sangat membutuhkan sumber daya dari aparat desa yang mempunyai jiwa kompeten. Timbulnya masalah yang ada dalam pemerintahan desa pintadia ini yaitu, belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sehingga proses pengelolaan anggaran dana desa tersebut sampai sekarang masih di katakana kurang baik.

Desa Pentadia merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang setiap tahun telah mealakukan penyusunan APBDesa. Namun Dalam proses tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi, termasuk besarnya pendapatan dan belanja yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel Data Rekapan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Pintadia dari Tahun 2017 – 2020.
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Table 1.1

Data Rekapan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Pintadia

Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2018–

2020

(dalam Jutaan Rupiah)

	
	
	Pendapatan
	
	
	Belanja
	

	Tahun
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	2019
	2020
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	

	Anggaran
	1.201.814.008,00
	1.203.814.008,00
	1.186.267.044,00
	1.420.265.000,00
	1.242.251.856,00
	1.264.434.679,00

	
	
	
	
	
	
	

	Realisasi
	1.201.914.352,00
	1.203.914.787,00
	1.184.409.962,00
	1.380.439.800,00
	1.164.185.000,00
	1.013.500.928,00

	
	
	
	
	
	
	


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Pintadia 2018-2020

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis mengharapkan pemerintah desa dapat terus mengoptimalkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar perkembangan pembangunan desa terus berjalan dengan baik sehingga adanya kemajuan sumber daya. Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini yaitu: “ Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan “.

1.2
Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa
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Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2018-2020.

1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1
Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan melakukan Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2018-2020.

1.3.2
Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang di kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2018-2020.

1.4
Manfaat Penelitian

1.4.1
Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa dan perkembangan pembangunan desa, lebih khususnya di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi peneliti serta dijadikan suatu acaun dalam perkembangan penelitian – penelitian selanjutnya.
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1.4.2
Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat melahirkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan keuangan desa dan perkembangan pembangunan desa yang ada di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Tinjauan Teoritis

2.1.1
Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektiv yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat di nilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang di harapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengemba ngan (Haris, 2015).

Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G, Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefiniskan efektivitas, sebagai berikut

“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness “(Semakin besar oencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian dkk,1991:61).

Menurut Mardiasmo (2004), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

[image: image9.jpg]
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Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik’ mendefi nisikan efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan pendapat tesebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

2.1.2
Ukuran Efektivitas dan Efisiensi

Keluaran (output) yang dihasilkan hanya lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif
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(berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik pula.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan. Maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian (1978), yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu :

Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi

Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan

Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik

Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut

Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
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Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya

Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu

Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu

Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaiaan tujuan, yang melibatkan tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki

Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untukmencapai tujuan

Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan

Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap ransangan lingkungan.

(dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk mengukur tingkat efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327, yaitu : 1) Hasil perbandingan antara realisasi dengan
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target jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif. 2) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif. 3) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif. 4) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif. 5) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target jika tangkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Ravianto (2014:11) efektifitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.
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Pengertian efisiensi menurut Halim (2001:72) adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka efisiensi adalah berbanding antara keluaran (output) dengan masukan (input). Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input (Mahmudi: 2007).

Efisiensi menurut Mulyadi (2007:63) mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha,kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Secara umum, efisiensi berarti suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien.

Efisiensi merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asset mereka untuk menghasilkan pendapatan. Untuk mengukur tingkat efisien menurut Depdagri, Kemendagri no 690.900.327, yaitu :

Presentasi 100% ke atas dikatakan tidak efisien, 2) Presentasi 90-100% dikatakan kurang efisien, 3) Presentasi 80-90% dikatakan cukup efisien, 4)
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Presentasi 60-80% dikatakan efisien, 5) dan Presentasi <60% dikatakan sangat efisien.

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan atau proyek yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa disimpulkan bahwa semakin sedikit sumber daya atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

2.1.3
Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat di artikan sebagai suatu usaha yang dilakukan sekelompok orang atau beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan juga dapat di artikan sebagai suatu pengaturan atau pengurusan yang dapat disamakan dengan manajemen (Suharsimi Arikunto, 1993). Di katakan manajemen adalah suatu proses yang di rencanakan dalam pengambilan suatu keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Atmosudirdjo ( 1982) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Menurut Sondang P. Siagian (1997) pengelolaan adalah keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga / bantuan orang lain.
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Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan membantu kegiatan tertentu dengan cara mengelola dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan suatu rangkai pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untik menentukan apakanh individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
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2.1.4
Pengertian Desa

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaiamana menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Dalam pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Winardi (1988) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Bintarto (1983), Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, polotik, dan kultur yang teerdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam
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mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Paul H. Landis menjelaskan lebih detail dalam hal fisik yang bersangkutan dengan penduduk yang tinggal dalam sebuah desa. Menurutnya, desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Pendapat lain tentang pengertian desa juga ditambahakan oleh Riffi Shidiq yang memandangnya dari sisi social. Menurutnya desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi social yang bersifat homogeny. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo lebih memandang desa dari segi hukum dan juga pemerintahan yang berlaku. Menurut pendapatnya desa merupakan suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

2.1.5 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan social yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukum yang relatif mandiri. Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sesuai
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dengan aspirasi dan social budaya masyarakatnya. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku sekarang ini menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2014 bahwa otonomi daerah adalah hak yang Pelaksanaan mengatur tentang wewenang dan kewajiban daerah otonomi untik mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut masyarakat desa kehadiran kebijakan otonomi daerah merupakan hal yang wajar sebagai proses perkembangan demokratis bagi bangsa Indonesia. Pemberlakukan kebijakan otonomi daerah membawa pengharapan yang besar bagi perbaikan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Kebiajakan otonomi daerah nantinya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat di desa. impian yang sangat diharapkan masyarakat dengan adanya kebijakan ini adalah masyarakat diberi kewenangan dan tanggungjawab atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada didesanya dan bagi hasil atas sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan ini bagi masyarakat desa dianggap akan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih dapat memajukan masyarakatnya melalui berbagai langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Terkait dengan perubahan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa, ada beberapa perubahan ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dapat dipetakkan menjadi tujuh aspek, yaitu : struktur (unsur) pemerintahan desa, kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan kepala urusan, lembaga perwakilan
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(BPD), peraturan desa, keuangan desa serta kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa (Suharto,2012).

Dalam hal perubahan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mekanisme rekrutmen anggota dan perubahan tugas/fungsi bisa menyebabkan permasalahan terkait berukurangnya kedaulatan rakyat dalam memilih anggota BPD dan menyalurkan aspirasinya, dominansi elit-elit lama di pemerintahan desa, dan berkurangnya akuntabilitas kerja anggota BPD terhadap masyarakat, serta eksitensi BPD menjadi lemah. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas perangkat desa (termasuk kepala desa) juga semakin berkurang. Kepala desa dan perangkat desa cenderung berorientasi kepada pemerintah kabupaten dari pada stakeholders di desa. Sedangkan perubahan istilah dan mekanisme penyusunan peraturan desa dapat menimbulkan masalah dalam hal birokratisasi penyusunan peraturan desa, keterbatasan keleluasaan desa dan kemungkinan rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam peraturan desa. Berkenaan perubahan bagi hasil/perimbangan keuangan dan sumber pendapatan desa, terdapat potensi masalah seperti konsistensi dan komitmen untuk memberikan bagi hasil/perimbangan keuangan lebih layak kepada desa tidak terpenuhi, potensi penurunan pendapatan desa dan kemungkinan berkurangnya keleluasaan desa dalam mengelola anggaran. Potensi masalah yang timbul dari perubahan komposisi penghasilan kepala desa/perangkat desa adalah kemungkinan penurunan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, kecenderungan berkurangnya motivasi kepala desa.

Dari perspektif teoritis, untuk membahas dan menganalisis struktur dan fungsi kelembagaan pemerintah desa agar lebih efektif dalam mendorong
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kemandirian desa, dapat dicermati dari pendekatan pembangunan lembaga. Pilihan struktur sederhana bagi kelembagaan pemerintahan desa tersebut dipandang tepat jika didasari karasteristik subyek, obyek, lingkungan, tugas dan fungsi, serta kemampuan keuangan desa. Karakter ator (aparat pemerintahan desa) dari sisi kuantitas maupun kualitas terbatas. Demikian pula sasaran dari pelayanan dari pemerintahan desa (masyarakat) juga tidak terlalu kompleks. Sedangkan tugas/fungsi pemerintahan desa tidak terlalu rumit/kompleks. Sementara kemampuan keuangan desa terbatas. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan pemilihan struktur sederhana. Karena struktur sederhana juga memiliki kelemahan-kelemahan maka perlu dikombinasikan dengan struktur fungsional. Sehingga meskipun struktur kelembagaan berbentuk sederhana, tetapi bersifat fungsional.

Kurang berfungsinya kelembagaan desa, berpengaruh terhadap upaya pembangunan lembaga. Untuk itu, pembangunan lembaga diperlukan untuk memberdayakan pemerintahan desa. Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut (Eaton,1986:24).

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pasal 18 UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum

23

perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volsgemeenschappen. Ini sama dengan penyebutan desa untuk di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, lembang di Toraja, negeri di Maluku dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap istimewa. Dalam hal ini, Negara mengakui keberadaan desa tersebut dengan mengingat hak-hak asal usulnya. Oleh karena itu, keberadaannya wajib dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama UU No.22/1948 tentang pokok pemerintahan daerah. UU No.1/1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah UU No.18/1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dan UU No. 19/1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pada masa orde baru dibentuk UU No. 5/1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan UU No. 5/1979 tentang PemerintahaN Desa. Pada masa reformasi dibentuklah UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, serta terakhir UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaanya pengaturan tentang desa belumlah mewadahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. barulah melalui UU No.6 tahun 2014 tentang kepentingan desa mulai diakomodasi.
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Terbitnya UU No.6 tahun 2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana yang diketahui bahwa pasca reformasi UU No.22 tahun 1999 dan

No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinilai belum memiliki semangat untuk menampilkan desa sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam perspektif UU No.22 tahun 1999, kebijakan mengenai desa tidak cukup memberikan ruang bagi desa untuk berkreasi dalam skema kewenangan yang lebih luas. Sejak konstitusi samapi dengan UU No.22 tahun 1999, semuanya lebih mengedepankan ruang desentralisasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 justru menyatakan bahwa yang memiliki pemerintahan desa adalah provinsi, kabupaten dan kota. Pasal 1 huruf o UU No.22/1999 melihat kewenangan daerah otonom, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No.22/1999 pasal 99.

Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi desa hanya merupakan pelengkap dari otonom daerah. Explanatory factor terhadap otonomi desa justru dapat dielaborasi berdasarkan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat 2 UU No.22/1999 mengatur bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau dengan nama lain kepala desa atau dengan nama lainnya. Ini dikelompokkan kedalam jenis perda yang diakui secara tegas sebagai skema hierarki peraturan perundang-undangan RI. Hal ini merupakan kelanjutan dari keputusan Mendagri No.126/2003 tentang bentuk-bentuk produk hukum di lingkungan Pemerintahan Desa meliputi : (a) peraturan desa, (b) keputusan kepala desa, (c) keputusan bersama, dan (d) instruksi kepala
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desa. Dengan demikian ada kepastian hukum bagi peraturan desa yang menegaskan pengakuan terhadap “Otonomi Desa”, meskipun dalam batas-batas kewenangan pengaturan yang digariskan pleh perda kabupaten/kota.

2.1.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggran Pendapatan dab Belanja Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa” berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak deskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan : (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan
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pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan Anggarani Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut: (a) setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat. (b) seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. (c) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. (d) jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. (e) Anggaran Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sumber pendapatan desa yang telah dimilii dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa).
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Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan dasarnya.

2.1.7
Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (ADD)

Efektifitas merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill. (Abddul Halim,2002).

Menurut Ravianto (2014:11) pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Gibson et.al Bungkaes (2013:46) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.

Menurut Prasetyo Budi Saksono pengertian efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antaran keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan input dalam suatu perusahaan atau seseorang.
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Menurut Schemerhon John R.Jr. arti efektivitas ialah pencapaian target keluaran output yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA seharusnya dengan ouput realisasi atau OS. Sesunggunya jika OA > OS maka akan dinilai efektif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarkat. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimabangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa/Rekening Desa. pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa atau untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa
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dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

2.1.8
Pengertian Anggaran

Anggaran menurut Munandar (2001) anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan dating.”

Menurut Nafarin (2000) anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan,pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch,2000).

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
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belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
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	Efektivitas Pengelolaan
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2.2
Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan dari UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terdiri di desa. Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
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Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1.1
Objek Penelitian

Dari uraian latar belakang dan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan lokasi penelitian di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.2
Metode Penelitian

1.2.1
Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah secara deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa. Sugiyono (2012) menjelaskan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian dimana peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan bagaimana Desa Pintadia dalam menjalankan program Desa.
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1.2.2
Definisi Operasional Variabel

Untuk menjelaskan konsep operasional variabel dalam penelitian ini, maka

variabel-variabel yang digunakan dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Operasional Variabel
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	Variabel
	
	Indikator
	
	Skala

	
	
	
	
	

	Rasio
	
	Realisasi
	
	

	Efektivitas
	
	
	X 100%
	

	
	
	Target
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rasio

	Rasio
	
	Realisasi Belanja
	
	

	
	
	
	
	

	Efisiensi
	
	
	X 100%
	

	
	Realisasi Pendapatan
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber : Keputusan Mentri Dalam Negeri No.690.900-327

3.2.3
Jenis dan Sumber Data

a.
Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berkaitan dengan data untuk analisis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Kantor Desa yang menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data berupa angka-angka baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen
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pendukung seperti laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari lokasi penelitian. Jenis data kuantitatif dalam penelitian ini bukan data pokok akan tetapi sebagai data tambahan yang akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

b.
Sumber Data

Sumber data berkaitan dengan asal atau tempat data tersebut diperoleh. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

1)
Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupa data hasil observasi dan wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, seperti Kepala Desa, BPD, Aparatur Desa maupun masyarakat.

2)
Data Sekunder

Data Sekunder diperlukan dengan tujuan melengkapi data primer. Data sekunder didapatkan dari pengkajian perpustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar-standar dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan data keuangan, baik laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran dari tahun 2015-2019 Bukti-bukti transaksi, laporan pendukung lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
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3.2.4
Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Observasi yaitu mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.2.5
Metode Pengolahan Data

a.
Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992). b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992).

3.2.6
Teknis Analisis Data

Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang
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direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan nilai rill (Abddul Halim,2010).

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Outcome (Realisasi)

	Efektivitas =
	
	x 100%

	
	
	


Output ( Target)

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input (Mahmudi: 2010).

Tabel 3.1
Kriteria Kinerja Efektivitas

	Nilai Persentase Kinerja Keuangan
	Kategori

	
	

	>100%
	Sangat Efektif

	90% - 100%
	Efektif

	80% - 90%
	Cukup Efektif

	60% - 80%
	Kurang Efektif

	< 60%
	Tidak Efektif

	
	


Sumber : Keputusan Mentri Dalam Negeri No.690.900-327
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Untuk mengetahui tingkat Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi Belanja

	Efisiensi =
	
	x 100%

	
	
	


Realisasi Pendapatan

Tabel 3.2
Kriteria Kinerja Efisiensi

	Nilai Persentase Kinerja Keuangan
	Kategori

	
	

	>100%
	Tidak Efisien

	90% - 100%
	Kurang Efisien

	80% - 90%
	Cukup Efisien

	60% - 80%
	Efisien

	< 60%
	Sangat Efisien

	
	


Sumber : Keputusan Mentri Dalam Negeri No.690.900-327

[image: image15.png]
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa pintadia di tahun 1912-1995 sebelumnya adalah bagian dari wilayah desa Popodu, yaitu Dusun III Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow. Tahun 1996 Dusun III dan Dusun IV Desa Popodu dimekarkan menjadi Desa Sondana, dan sampai tahun 2009 Pintadia pada saat itu adalah wilayah Dusun I Desa Sondana dan yang menjadi Kepala Dusun Bpk. Ruben U. Ointu.

Seiring dengan dimekarkannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2008 serta keinginan masyarakat yang kuat dalam hal pelayanan optimal, maka pada tanggal 11 Januari 2010 dusun I Desa Sondana dimekarkan dan diresmikan menjadi satu desa persiapan yaitu Desa Pintadia yang diresmikan oleh pejabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bpk. Drs. Arudji Mongilong dan ditunjuk untuk menjadi pejabat sangadi sementara adalah Bpk. Ruben U. Ointu. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014 Bpk. Ruben U. Ointu meletakkan jabatannya selaku pejabat sangadi dikarenakan maju dari salah satu dua calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai calon Sangadi, dan diangkat sebagai pelaksana harian sangadi pintadia adalah Bpk. Dudi Iskandar Sampe (Sekretaris Desa), lalu tanggal 12 Desember tahun 2014 Desa Pintadia menjadi satu desa yang definitive, dan yang terpilih serta dilantik untuk menjadi sangadi definitive sesuai dengan hasil PILSANG adalah Bpk. Ruben U. Ointu.

[image: image16.png]
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Secara
fisik,
pembangunan
Desa
Pintadia
memperoleh
dana
dari

Pemerintah Pusat dan ditunjang dengan swadaya masyarakat, seperti :

Balai Desa Pintadia sebelumnya meminjam bangunan dari masyarakat;

Air bersi PNPM TA. 2011;

Pasar dengan Tahun 1989;

MCK Bandes TA. 1990-1991;

Talut sepanjang 700 m dengan Dana APBD

Prasarana tambatan perahu dengan Dana PPIP TA. 2012; Jalan padat karya dengan Dana APBD;

Beberapa ruas jalan yang telah dibiayai oleh Dana APBD Bolsel.

4.1.1.
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi bertujuan untuk menjabarkan tugas pokok dari masing-masing unit kegiatan dalam suatu organisasi agar dapat menjalankan tugas yang telah di amanahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut:

41

4.1 Bagan Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR

PEMERINTAH DESA PINTADIA

[image: image17.png]
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	Kadus II
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	Amril A Muslim
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4.2 Hasil Penelitian

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan alat ukur berupa rasio, dengan data berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Desa Pentadia kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk priode 2018, 2019 dan 2020 Pengelolaan data dibentuk dengan menggunakan MS. Execel, dengan hasil peneitian sebagai berikut.

4.2.1 Rasio Efektifitas Pendapatan Dan Belanja desa

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pendapatan dan Belanja antara target dengan realisasi Pemerintah Desa Pintadia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat mengunakan rumus sebagai berikut:

[image: image21.jpg]Rasio Efesiensi Pendapatan Dan Belanja





	
	Outcome (Realisasi APBDesa)

	Rasio efektifitas APBDesa  =
	
	x 100%

	
	
	

	
	Output ( Target APBDesa)


Untuk menilai tingkat efektifitas Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Interprestasi nilai efektivitas

	
	
	Presentase
	kriteria
	

	>100%
	sangat efektif
	

	90%-100%
	efektif
	

	80%-90%
	cukup efektif
	

	60%-80%
	kurang efektif
	

	<60%
	tidak efektif
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327
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Berikut ini adalah efektivitas pendapatan dan belanja untuk tahun 2018, 2019 dan 2020

1. Efektivitas PendapatanTahun 2018

Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria efektivitas di atas, maka tingkat efektivitas dihitung sebagai berikut:

Rp. . 1.201.914.352,00

Efektivitas =
x 100%

[image: image22.jpg]



Rp
1.201.814.008,00

Efektivitas =
1,0001 atau 100 %

2. Efektivitas PendapatanTahun 2019

Rp. 1.203.914.787,00

Efektivitas =
x 100%

[image: image23.jpg]



Rp. 1.203.814.008,00

Efektivitas =
1,0001 atau 100 %

3. Efektivitas Pendapatan Tahun 2020

	
	Rp. 1.184.409.962,00

	Efektivitas =
	
	
	x 100%

	
	
	
	

	
	Rp. 1.186.267.044,00


Efektivitas =
0,09984 atau 100 %

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwasanya Rasio Pendapatan desa dari tahun 2018, memiliki nilai rasio sebesar 100%, Pada tahun 2019 nilai
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Rasio sebesar 100 % dan Pada tahun 2020 nilia rasio juga sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.1 dibawah ini:
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Sedangkan Untuk perhitumgam Efektifitas Belanja untuk tahun 2018, 2019 dan 2020

1. Efektivitas BelanjaTahun 2018

Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria efektivitas di atas, maka tingkat efektivitas dihitung sebagai berikut:

Rp. . 1.380.439.800,00

Efektivitas =
x 100%

[image: image25.jpg]



Rp
1.420.265.000,00

Efektivitas =
0.9720 atau 97.20%
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2. Efektivitas Belanja Tahun 2019

Rp. 1.164.185.000,00

Efektivitas =
x 100%

[image: image26.jpg]LAPORAN REALISAS| PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PINTADIA
TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi 5.d 31/12/2018

URAIAN ANGGARAN REAUSASI | LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
2 3 a 5

PENDAPATAN
Pendapatan Transfer 1201814.008,00 | 1.199.169.121,00 2644.887,00
Dana Desa 7325120000 | 73251200000 000
Bagi Hasil Pajak Dan Retribust 15.386.008,00 13740.111,00 1645.897,00
Alokasi Dana Desa 4015050000 | 401.505.000,00 000
Pendapatan Lain-Lain 000 274523100 | (2745.231,00)
Bunga Bank 000 270523100 | (2745.231,00)
JUMLAH PENDAPATAN 1201.814,008,00 | 1201.918.352,00 110033400)

BELANIA

Belanja Pegavial 194.565.000,00 193.440.200,00 112480000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 32:500.000,00 32.500000,00 000
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa 12730000000 | 127.300,000,00 000
Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa 45000000 395.000,00 5500
Tunjangan 60 19:500.000,00 19.000.000,00 500.000,00
Belanja Barang Dan Jasa 1025250.000,00 | 989.649.600,00 | 35.600.400,00
Belanja Barang Perlenghapan £2000.000,00 6214500000 | 19.855.00000
Belanja Jasa Honorarium . 120500.000,00 | 120,500,000,00 000
Belana Perjolanan Dinas 55.550,000,00 35.00000000| 2055000000
Belanja Jasa Sewa 18.750.,000,00 18.750.000,00 000
Belanja Operaslonal Perkantoran 2500.00000 245000000 50.000.00





Rp. 1.242.251.856,00

Efektivitas =
0.9372 atau 93,72%

3. Efektivitas Belanja Tahun 2020

	
	Rp. 1.013.500.928,00

	Efektivitas =
	
	
	x 100%

	
	
	
	

	
	Rp. 1.264.434.679,00


Efektivitas =
0.8015 atau 80.15 %

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwasanya Rasio Belanja desa dari tahun 2018, memiliki nilai rasio sebesar 97,20%, Pada tahun 2019 nilai rasio sebesar 93,72% dan Pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 80,15% dari target yang ditetapkan..Hal ini di tunjukkan pada grafik 4.2 dibawah ini:

[image: image27.jpg]Belanja Pemelinaraan 13.650.000,00 13.850,000,00 000
Belanja Barang Dan jasa yang Diserahkan Kepada M 675.035.000,00 635.500.000,00 39.535.000,00
Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan , Mesin Dan Alat 42:500.000,00 42.500,000,00 000
Belanja Modal Lalnya 5000,000,00 5.000.000,00 000
Belanja Tidak Terduga 150.450.000,00 147.350.000,00 3.100.000,00
Bolanja Tidak Terduga 150.450.000,00 147.350.000,00 3.100,00000
JUMLAH BELANIA 1.420.265.000,00 | 1.380.439.800,00 | 39.825.200,00
SURPLUS / (DEFISIT) (27.719.196,00) | 10.718.652,00 | (38.437.848,00)

PEMBIAYAAN -
Penerimaan Pembiayaan 27.719.196,00 | 27.719.196,00 0,00
SILPA Tahun Sebelumnya 27.71919600 | 27.719.196,00 0,0
PEMBIAYAAN NETTC 27.719.196,00 | 27.719.196,00 0,0¢
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00|  38.437.848,00 | (38.437.848,00]

Pintadia, 22 Desember 2018
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Jika
diinterprestasikan
kedalam
kriteria
efektivitas
maka
dapat
digambarkan

dalam tabel berikut:

Tabel 4.3: kriteria Efektivitas Pendapatan dan Belanja

	NO
	Efektivitas Pendapatan
	HASIL
	KRITERIA

	1
	Tahun 2018
	100%
	Efektif

	
	
	
	

	2
	Tahun 2019
	100%
	Efektif

	
	
	
	

	3
	Tahun 2020
	100%
	Efektif

	
	
	
	

	NO
	Efektivitas Belanja
	HASIL
	KRITERIA

	
	
	
	

	1
	Tahun 2018
	97.20%
	Efektif

	
	
	
	

	6
	Tahun2019
	93.72%
	Efektif

	
	
	
	

	7
	Tahun 2020
	80.15%
	Cukup Efektif

	
	
	
	


Sumber: Olahan Data 2021

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat dari kritetia efektivitas untuk efektivitas pendapatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tergolong efektif dari rasio 100% sedangkan untuk rasio efektivitas Belanja dari tahun 2018 sampai tahun 2019 tergolong efektif namun tahun 2020 masuk kategori cukup efektif dengan nilai rasio 80.15%.

4.2.2 Rasio Efisiensi APBDesa

Untuk mengukur tingkat efisiensi APBDesa Pemerintah Desa Pintadia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

	
	Realisasi Belanja

	Rasio efisiensi =
	
	x 100%

	
	
	

	
	Realisasi Pendapatan

	
	
	


[image: image28.jpg]LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PINTADIA

TAHUN ANGGARAN 2019
Realisasi sd 311122018

ANGGARAN as1 (KURANG)
KoDE ReK URAIAN o R e
T T 3 0 B
s PENDAPATAN
a2 Pendapatan Transfer 120381400800 | 120161841100 219509700
21 Dana Desa mss200000 | 4552300000 00
422 Bagi Hai Paj dan Retibust 15.766.008,00 13590.111.0¢ 219589700
423 Aok Dana Desa 44250500000 | 44250500000 000
s Pendapatan Lain-ain 000 2267600 [ (2296.676.00)
438 Bunga Bank. 000 22067600 | (2206.875.00)
JUNLAH PENDAPATAN 120381400800 | 120391478700 (10077500)
. BELANIA
51 Bolanja Pegawal 18280859200 | 181.388.500,00 150009200
511 Pengfastan Telap dan Tujangan Kepala Desa 3450000000 34500.00000 000
512 Penghastan Tetap dan Tunjangan Persngkat Desa 12765000000 | 127650.00000 000
513 Jarmian Sosil Kepala Desa dan Peranghat Desa 33850200 33850000 5200
514 Tunjangan 8D 2040000000 18.900.00000 150000000
s2. Bolari Barang dan Jsza 101246326400 | ea6eseso0g0 | 7esss7set0
521 Belana Barang Perenghapan 7178126400 se18300000 | 1259825400
s22 Belanja Jasa Honorarum 14483000000 | 14483000000 | _ o000
523 Belaria Perjalanan Dinas e8350.00000 395000000 | 2440000000
524 Bolanja Jasa Sewa 3105000000 3105000000 o000
525 Belanja Operasional Perkanloran 170000000 185750000 4250000
526 Balanja Pemelharaan 1172500000 1172600000 om0
s27. Belanja Barang dan dasa yang Dissahkan kepad h 66302600000 | 62250000000 | 3852500000
sa. Belanja Modal 4550000000 465.800.00000 000
532 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Masin don Als 3890000000 3850000000 o000
538 Belanja Modal Lainnya 200000000 8000.000,00 000
JUMLAH BELANIA 12422518500 | 116416500000 | 7806685600
SURPLUS | OEFIST) Ge4s7848.00) 3770 (eaersison)
s PENBIAYARN
I Penerimaan Pombiayaan 3843784800 Warr8s800 000
611 SILPA Tahun Scbolummyn 3843784800 3843784800 000
PEMBIAYAAN NETTC 3784800 EXEE )
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Untuk menilai tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Interprestasi nilai efisiensi

	
	
	Presentase
	kriteria
	

	>100%
	Tidak Efisien
	

	90%-100%
	Kurang Efisien
	

	80%-90%
	Cukup Efisien
	

	60%-80%
	Efisien
	

	<60%
	Sangat Efisien
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327

Berikut ini adalah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun 2018, 2019 dan 2020

1. Efisiensi APBDesa Tahun 2018

Berdasarkan formulasi dan tingkat kriteria efisiensi di atas, maka tingkat efisiensi dihitung sebagai berikut:

Rp. 1.380.439.800,00

Efisiensi
=
x 100%

[image: image29.jpg]ANGGARAN REALISAS! | LEBIH(KURANG)
KoDE Rex| URAIAN
(Rp) (Ro) (Rp)
7 2 3 O s
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 000 7816763500 | (70.467.635.00)
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Rp
1.201.914.352,00

Efisiensi  =
1.1485 atau 114.85 %
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2. Efisiensi APBDesa Tahun 2019

	
	Rp. 1.164.185.000,00

	Efisiensi  =
	
	
	x 100%

	
	
	
	

	
	Rp. 1.203.914.787,00


Efisiensi
=
0.9670 atau 96.70 %

3. Efisiensi APBDesa Tahun 2020

	
	Rp.
	1.013.500.928,00

	Efesiensi  =
	
	
	
	x 100%

	
	Rp.
	
	

	
	
	1.184.409.962,00

	Efisiensi  =
	0.8557 atau 85.57 %


Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwasanya Rasio efisiensi APBdesa dari tahun 2018, memiliki nilai rasio sebesar 114.85%, Pada tahun 2019 nilai Rasio sebesar 96.70% dan Pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 85.57% dari target yang ditetapkan. Jika diinterpretasikan dalam kriteria efisiensi dapat dilihat pada tablel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2: Kriteria Efisiensi  APBDesa

	NO
	Efesiensi
	HASIL
	KRITERIA

	1
	Tahun 2018
	114.85%
	Tidak Efisien

	
	
	
	

	2
	Tahun 2019
	96.70%
	Kurang Efisien

	
	
	
	

	3
	Tahun 2020
	85.57%
	Cukup Efisien
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Sehingga berdasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan kinerja keuangan dari rasio efisiensi APBDesa dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini:

Grafik 4.3: Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

[image: image30.jpg]LAPORAN REALISAS! PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PINTADIA

TAHUN ANGGARAN 2020
Realisasi s.d 311122020

ovexed URAAN ANGGARAN REAUSASI | LEBM(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
7 z s O s

« PENDAPATAN
42| Pendapatan Transtor 1168257.04400 | 1.481.375894,00 aasrasa00
421 Dana Desa 4121000000 | 74121900000 o0
422 BagiHas Pajak dan Rt 14.484.044.00 a59280400 489115000
423, Alokasi Dana Desa 430.564.000,00 430.564.000,00 000
43| Pendapatan Laindain 000 3omoas00 | (aomosnen)
438 Bunga Bank 000 3ooss00 | (aososson)
SUMLAH PENDAPATAN 18625704400 | 110440836200 85708200

B BELANIA

1. | Botania Pogawal 256.900.328,00 250000000
s Penghastan Totap dan Tunangan Kepala Desa 3600000000 3350000000 250000000
512 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa. 174.600.000,00 174.600.000,00 000
513, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 800.328,00 800.328,00 000
54, Tunjangan BPD 48.000.000,00 45.000.000,00 000
52 | Dotanjs Barang dan dusa mosissTseo | swsssosoosn | aetasesrsse
s21. Belanja Barang Perienghapan 1650079500 | 13015450000 643423500
522 Belanja Jasa Honorarium 165.358.000,00 160.250.000,00 5.108.000,00
523 .| Belanja Perjslanan Dinas 8.950000,00 3308000000 [ 5850.000.00
524, Belanja Jasa Sewn 0,00 0,00 0,00
525 Belanja Operasional Perkantoran 5.684.780,00 4.064.500,00 1.620.280,00
526. Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.702.600,00 247.400,00
527, Belar Barang dan Jasa yang Dserahkan kepadi b 2038400000 | 10642000000 | z2185500000
Belanja Modl 20377500 119500000 87500
Belan Modal Pengadaan Persatn, Mesin dan Al 485377600 4500000 677500
Beta Modal Luomya 235000000 235000000 000
54| Botanja Tidak Terduga - 19651500000 | 18974500000 747000000
541 Betan Tiak Terduga 1891500000 | 1se74s00000 747000000
JUMLAH BELARIA 1264434675,00 | 101350092600 | 26083375100
SURPLUS | DERST) () R )

B PEBIAYARN
Penrimann Pembiaysan 016763500 716763500 000
SILPA Tatun Sebelumnya 7816763500 7816783500 0
PEMBIAYAAN NETTC 7836753500 TA7.63500 oo

D s rem—




Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat perkembangan tingkat efisiensi didalam penerimaan pendapataan dan Belanja desa dari tahun 2018 sebesar 114,85%, mengalami penurunan tetapi sangat kecil ditahun 2019 menjadi 96,70%, di tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 85,57%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Efektivitas Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Pintadia

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Efektivitas  sering ditunjukkan  ke  taraf tercapainya  suatu  hasil  dimana

target
pemerintah
daerah
dapat
dicapai
sesuai
dengan
kebutuhan
yang
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direncanakan. Mardiasmo (2010: 1320) mengungkapkan bahwa efektivitas pada intinya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan yang dihubungkan dengan keluaran dan masukan yang harus dicapai..Efektivitas juga diartikan sebagia hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuan semakin besar komtribusi output terhadap tujuan maka unit tersebut akan semakin efektif Berdasarkan hasil analisis Rasio Efektivitas Pendapatan sudah efektif dimana rasio dari tahun 2018 sampai tahun 2020 efektif dari sisi pendapatan . Sedangkan dari rasi belanja ditahun 2018 dan 2019 menunjukkan efektif dan tahun 2020 cukup efektif dengan nilai rasio 80.15%

Tahun 2018 sampai 2020 Rasio Pendapatan yang dicapai 100% dengan kriteria efektif yang mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah desa untuk memperoleh pendapatan sangat baik. Pada Tahun 2018 Sumnber pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer dimana pada tahun 2018 total yang di targetkan Rp 1.201.814.008 telah terealisasi hampir seluruhnya dengan total nila Rp 1.199.169.121 begitu juga dengan dana desa dari Rp 732.515.000 yang dianggarkan , semua terealisasi seangkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi senilai Rp 15.386.008 yang terealisasi Rp 13.740.111 sedangkan untuk alokasi dana desa yang dianggarkan senilai Rp 401.505.000 semuanya terealisasi sementara pendapatan lain-lain yang tidak dianggarkan tapi terealisasi Rp 2.745.231 merupakan pendapatan dari bunga bank. Sedangkan Untuk Rasio Belanja pada Tahun 2018 sebesar 97.20 % dan tergolong dalam kriteria Efektif . Belanja yang dimaksud adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bealnja Modal dan Belanja tak terduga.
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Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja tetap dan tunjangan kepala desa dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD semuanya tereaalisasi sesuai dengan target yang dianggarkan. Sedangkan untuk jaminan social kepala desa dan perangkat desa yang ditargetkan Rp 450.000 yang terealisasi sebesar Rp 395.000 selisih Rp 5.000 menurut penjelasan bendahara desa hanyalah selisih beban. Untuk Belanja Barang dan jasa yang terealisasi secara keseluruhan yaitu belanja jasa honorarium, belanja jasa sewa dan belanja pemeliharaan semuanya terealisasi sedangkan untuk belanja barang perlengkapan dana yang dianggarkan Rp 82.000.000 yang terealisasi hanya sebesar Rp 62.145.000. Hal ini disebabkan karena masih ada stok barang perlengkapan yang belum terpakai. Untuk belanja perjalanan dinas yang dianggarkan Rp 55.550.000 yang terealisasi hanya sebesar Rp 35.000.000 dan masih tersisa Rp.15.000.000 hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 penjabat desa mengurangi aktivitas perjalanan dinas dan lebih focus pada masalah penyelasian program. Sedangkan untuk belanja operasioanal perkantoran hanya tersisa Rp 50.000 dan merupakan selisi yang tidak berarti. Adapun belanja modal semuanya terealisasi sedangkan untuk Belanja tak terduga yang dianggarkan Rp 150.450.000 yang terealisasi hanya sebesar Rp 147.350.000.

Pada Tahun 2019 Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari total yang di targetkan Rp 1.201.814.008 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1.203.814.008 dan yang telah terealisasi senilai Rp 1.201.618.111. Pendapatan transfer ini berasal dari dana desa yang dianggarkan Rp 742.523.000 semua terealisasi , sedangkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi senilai Rp 15.786.008
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yang terealisasi Rp 13.590.111 sedangkan untuk alokasi dana desa yang dianggarkan senilai Rp 442.505.000 semuanya terealisasi . Sementara pendapatan lain-lain yang tidak dianggarkan tapi terealisasi Rp 2.296.670 merupakan pendapatan dari bunga bank. Sedangkan Untuk Rasio Belanja pada Tahun 2019 sebesar 93.72 % dan tergolong dalam kriteria Efektif. Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja tetap dan tunjangan kepala desa dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD semuanya tereaalisasi sesuai dengan target yang dianggarkan. Sedangkan untuk jaminan social kepala desa dan perangkat desa yang ditargetkan Rp 338.592 yang terealisasi sebesar Rp 338.500 selisih Rp 92.000 menurut penjelasan bendahara desa hanyalah selisih beban. Untuk Belanja Barang dan jasa yang terealisasi secara keseluruhan yaitu belanja jasa honorarium, belanja jasa sewa dan belanja pemeliharaan semuanya terealisasi sedangkan untuk belanja barang perlengkapan dana yang dianggarkan Rp 71.781.264 yang terealisasi hanya sebesar Rp 59.183.000. Hal ini disebabkan karena masih ada stok barang perlengkapan yang tersisa pada tahun 2018. Untuk belanja perjalanan dinas yang dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp 55.550.000 meningkat menjadi Rp 88.350.000 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 63.950.000 hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 ada penanganan covid. Sedangkan untuk belanja operasional perkantoran hanya tersisa Rp 42.500.dan merupakan selisi yang tidak berarti. Adapun belanja modal semunaya terealisasi sesuai yang dianggarkan Rp 46.900.000.

Pada Tahun2020, Pendapatan desa yang berasal dari dari pendapatan transfer dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari total yang di
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targetkan Rp 1.203.814.008 mengalami penurunan menjadi Rp 1.186.267.044 dan yang telah terealisasi senilai Rp 1.181.375.894. Pendapatan transfer ini berasal dari dana desa yang dianggarkan Rp 741.219.000 semua terealisasi , sedangkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi juga turun menjadi Rp 14.484.004 yang terealisasi Rp 9..592.894 penurunan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi diakibatkan oleh adanya covid 19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Banyak masyrakat yang kehilangan penghasilan sehingga berdampak pada pembayaran pajak dan retribusi. sedangkan untuk alokasi dana desa yang dianggarkan senilai Rp 430.564.000 semuanya terealisasi. Sementara pendapatan lain-lain yang tidak dianggarkan tapi terealisasi Rp 3.034.068 merupakan pendapatan dari bunga bank. Sedangkan Untuk Rasio Belanja pada Tahun 2020 sebesar 80.15 % dan tergolong dalam kriteria Cukup Efektif . Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja tetap dan tunjangan perangkat desa dan sementara jaminan social kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD semuanya tereaalisasi sesuai dengan target yang dianggarkan. Sedangkan untuk tunjangan kepala desa yang dianggarkan Rp 36.000.000 yang terealisasi Rp 33.500.000 hal ini disebabkan karena adanya PSBB yang mengharuskan pejabat untuk bekerja dirumah. Untuk Belanja Barang dan jasa yang terealisasi secara keseluruhan yaitu belanja jasa honorarium, belanja jasa sewa dan belanja pemeliharaan semuanya terealisasi sedangkan untuk belanja barang perlengkapan dana yang dianggarkan Rp 136.588.795 yang terealisasi hanya sebesar Rp 130.154.500. Hal ini disebabkan karena masih ada stok barang perlengkapan yang tersisa pada tahun 2019. Untuk belanja perjalanan dinas yang dianggarkan pada tahun 2019 senilai
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Rp 88.350.000 turun menjadi Rp 38.950.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 33.060.000. Hal ini disebabkan karena adanya pandemic yang menyebabkan perjalanan dinas di kurangi. Sedangkan untuk belanja operasional perkantoran hanya tersisa Rp sekitar 600 ribuan. Adapaun belanja modal semunaya terealisasi sesuai yang dianggarkan Rp 37.203.776 dan biaya tidak terduga meningkat drastis menjadi 189.745.000 dengan adanya penanganan pandemic covid 19.

Penurunan nilai efektivitas di tahun 2020 disebabkan karena adanya faktor ekonomi global yang lesu akibat pandemic covid 19 yang berdampak melemahnya ekonomi masyarakat.

4.2.1 Efisiensi APBDesa Pemerintah Desa Pintadia Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan

Otonomi Daerah yang diberikan kepada desa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, untuk itu desa dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan akan bantuan dari pemerintah pusat sehinng dana public bias digunakan seefisien mungkin sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Efesiensi menurut Mahmudi (2010) adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan Masukan (input). Suatu kinerja dikatakan efesien jika mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, performace, dan produktivitas jika dibandingkan dengan masukan yang berupa tenaga kerja, mesin, uang serta waktu yang telah digunakan.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk Rasio Efisiensi APBDesa pada desa Pintadia Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan diperoleh hasil bahwa pada
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tahun 2018, Tingkat efisiensi ynag diperoleh sebesar 114.85% dan tergolong dalam kriteria tidak efisien. Kinerja yang tidak efesien pada dasarnya merupakan suatu pemborosan dan ketidakcermatan dalam mengkalkulasi kepastian keuangan. Alokasi Keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah tidak cermat

Pada tahun 2019, nilai Rasio efisiensi yang diperoleh turun menjadi 96.70% sehingga tingkat efisiensi meningkat dari tidak efisien menjadi kurang efisien. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pemerintah desa untuk menghemat pengeluaran demi mencapai target atau hasil.

Pada tahun 2020, nilai rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa kembali menurun menjadi 85.57% yang menyebabkan kriteria efisiensi meningkat dari kurang efisien menjadi cukup efesien. Hal ini menunjukkan keseriusan kinerja pemerintah desa dan aparaturnya untuk mecapai tingkat efisiensi.

Banyak factor penentu efisien yaitu teknologi pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu structural maupun funsional, factor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun tempat kerja dan keuangan., factor pimpinan yang mampu untuk mengkombinasikan bergai factor untuk mencapai tujuan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Efektifitas Pendapatan Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulakan bahwasanya rasio efektifitas pendapatan di desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Rasio Pendapatannya tergolong efektif dimana pada tahun 2018-2020 mencapai nilai Rasio 100%. Dari hasil Rasio Efektifitas Pendapatan yang tergolong efektif dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Pintadia untuk memperoleh pendapatan sangat baik.

5.1.2 Efektifitas Belanja Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulakan bahwasanya rasio efektifitas belanja di desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dari tahun 2018-2019 menunjukkan Rasio Pendapatannya tergolong efektif dengan nilai rasio 97,20% di tahun 2018 dan nilai rasio 93,72% di tahun 2019 kemudian masuk di tahun 2020 dikategorikan cukup efektif dengan nilai rasio 80,15%. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa tahun 2018-2019 tingkat Efektifitas Belanjanya masih dikatakan efektif sedangkan pada tahun 2020 masuk
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kategori cukup efektif dikarenakan pada tahun 2020 munculnya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan aktifitas belanja dikurangi.

5.1.3 Efisiensi APBDesa Tahun 2018-2020

Rasio efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil efisiensi yang bervariasi dimana pada tahu 2018 nilai rasio yang diperoleh sebesar 114.85% dan tergolong dalam kriteria tidak efisien, kemudian pada tahun 2019 nilai rasio sebesar 96.70% dan tergolong dalam kriteria kurang efisien dan pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 85.57% dan tergolong dalam kriteria cukup efisien. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya keseriusan kinerja dari pemerintah desa dan aparatnya untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik.

Oleh karena itu, dari hasil kesimpulan diatas rasio efektifitas dan efisiensi APBDesa di Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama tiga tahun terakhir menunjukan adanya keseriusan pemerintah untuk terus berkinerja guna mencapai hasil yang diinginkan.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pihak pemerintah desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap penetapkan besarnya anggaran dan target yang lebih rasional sehingga
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perhitungan nilai efektifitas pendapatan dan belanja di Desa Pintadia juga akan realistis.

Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini dengan mengukur rasio kemandirian atau pertumbuhan karena penelitian ini hanya memaksimalkan analisis terhadap rasio efektivitas dan efesiensi dengan menggunakan data keuangan yang dimiliki.
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